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PENETAPAN

Nomor : 8/G/2023/PTUN.PGP

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ;

Membaca . 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 14 Agustus 2023
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pangkalpinang pada tanggal 16 Agustus 2023
dengan register perkara Nomor : 8/G/2023/PTUN.PGP,
dalam perkara antara :

ROHALBA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, Tempat

Tinggal Dusun Urisan Jaya, RT/RW. 004/002, Desa

Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung

Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1746/SK-

ADV/BR/VIII/2023/PKP  tanggal 14 Agustus 2023

memberi kuasa penuh kepada:

1. BUDIANA RACHMAWATY, S.H., M\.H

2. OCTAVIANIE KANTNOVA KEVINAWATY, S.H., M.H

3. AFDARITA, S.H

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor “BUDIANA

RACHMAWATY, S.H., M.H & REKAN” yang beralamat di

Jalan Melati No. 258, Bukit Baru Atas, Kota

Pangkalpinang, domisili elektronik

budianarachmawaty .shmh59@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai------------------ PENGGUGAT;
MELAWAN

1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Tempat kedudukan
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di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah
Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.
Selanjutnya disebut sebagai-------------- TERGUGAT |I;
2.GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG, Tempat kedudukan di Kantor Gubernur
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau
Bangka, Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, Kelurahan Air Itam,
Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
Selanjutnya disebut sebagai-------------- TERGUGAT Ii;
3. BUPATI KABUPATEN BELITUNG TIMUR, Tempat
kedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
Selanjutnya disebut sebagai ------------- TERGUGAT lIi;
4. ANGGOTA DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DARI PKS, (MARWAN) beralamatkan Jalan Tanjung
Kelumpang Desa Tanjung Kelumpang, RT. 003/RW
001 Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung
Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Selanjutnya disebut sebagai------------- TERGUGAT 1V;
2. Surat Permohonan Pencabutan Penggugat tanggal 16

Agustus 2023, Perihal : Pencabutan Gugatan;

Menimbang : 1. Bahwa Pemeriksaan Perkara Nomor
8/G/2023/PTUN.PGP, masih dalam tahap pemeriksaan
dismissal;

2. Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan
permohonan pencabutan perkara Nomor
8/G/2023/PTUN.PGP, sesuai surat tanggal 16 Agustus
2023 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata
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Usaha Negara Pangkalpinang dan diterima di PTSP
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada
tanggal 16 Agustus 2023;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-
undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat
sewaktu-waktu dapat mencabut surat gugatannya,

sebelum Tergugat memberikan jawaban; -----------------

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada angka
1, 2, dan 3 di atas, menurut hukum cukup beralasan

untuk dikabulkannya permohonan Penggugat ; ----------

Mengingat : Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan

lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya
tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar dalam Register Perkara
Nomor : 8/G/2023/PTUN.PGP;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
untuk mencoret perkara Nomor : 8/G/2023/PTUN.PGP, dalam Register
perkara yang sedang berjalan;

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 522.000
(Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
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Ditetapkan di : PANGKALPINANG

Pada tanggal : 22 Agustus 2023

PANITERA KETUA,

t.td t.t.d

ASMANIDAR, S.H ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H., M.H
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Perincian biaya — biaya :
Biaya Pendaftaran................ocooi Rp 30.000,00
ATK Perkara.......c.cooiiiiiiii Rp 255.000,00
PNBP Panggilan...........ccooiiiiiiiiieea, Rp 40.000,00
Biaya Panggilan Pertama ................coooiiin. Rp 157,000,00
PNBP Pencabutan Gugatan...................c.......... Rp 10.000,00
Redaksi........cooviiiiii i Rp 10.000,00
LBgES. et Rp 10.000,00
Materai ... Rp 10.000,00
Jumlah Rp 522.000,00
( Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah )
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